BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2019 NOMOR:

PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang ; a bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah
dan Kabupaten/Kota, pemerintah daerah membentuk Unit
Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di
bawah Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten yang melaksanakan
fungsi di bidang administrasi pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerzah Tingkat 1I Cilegon (Lembciran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); )

3. Undang ...



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
~ Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $5887);

5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016
Nomor 91};

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAEI
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan: Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi



10.

11.

12,

13.

-3-

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

Walikota adalah Walikota Cilegon.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah
Sekretariat Daerah Kota Cilegon.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekda Kota Cilegon merupakan jabatan eselon Ila atau
jabatan pimpinan tinggi pratama. '

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten. Sekda I adalah
jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Lingkup Asisten Sekda I adalah lingkup tugas yang
membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan
Rakyat, dan Bagian Sosial Kemasyarakatan.

Lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I adalah lingkup
koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan, Komunikasi Informatika,
Sandi, dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak
dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olah Raga,
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum
Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat DPRD dan
Kecamatan. _ ‘

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Sekda I adalah
jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
Lingkup Asisten Sekda @I adalah lingkup tugas yang
membawahi  Bagian Perekonomian dan Pembangunan,
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Program
dan Keuangan Setda .

Lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda II adalah lingkup
koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Dinas
Tenaga Kerja, Sandi dan Statistik, Dinas Perdagangan dan
Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan

v dmen Tlambe e BAIEIS_ ¥™_ . ]



14.

15,

16.

17.

18,

19.

20.

21.

Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya
disebut Asisten Sekda I adalah jabatan eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

Lingkup Asisten Sekda I0 adalah lingkup tugas yang
membawahi Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi,
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Bagian Umum,
serta mengoordinatori Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan, Inspektorat, Badan Perehcanaan Pembangtnan
Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. ,

Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Cilegon
merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi
pratama,

Lingkup Bagian Pemerintahan adalah lingkup tugas yang
membawahi Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan, Sub Bagian
Pemerintahan Umum, Ketentramen dan Ketertiban Umum,
Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD, dan Sub
Bagian Kerjasama.

Lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan adalah
lingkup koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan.

Lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah lingkup
tugas yang membawahi Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat,
Sub Bagian Bina Keagamaan, dan Sub Bagian Bina Potensi
Lembaga Keagamaan. _
Lingkup Bagian Sosial Kemasyarakatan adalah lingkup
tugas yang membawahi Sub Bagian Sosial, Kependudukan
dan Catatan Sipil, dan Komunikasi Informatika, Sandi dan
Statistik, Sub Bagian Kesehatan, Rumah Sakit Umum
Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan PerempUan dan
Perlindungan Anak dan Keluarga Beréncana, dan Sub Bagian
Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip
Daerah, dan Pemuda Olahraga.

Lingkup Perangkat Daerah Bagian SoSial Kemasyarakatan
adalah koordinasi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan
Pencataten Sipil, Komunikesi mhformatika, Sandi dan
Statistik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Rumah
Sakit Umum Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Dinas Pemuda

dan Olahraga.
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Lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah
lingkup tugas yang membawahi Sub Bagian Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perhubungan Badan
Usaha Milik Daerah, dan Tenaga Kerja, Sub Bagian Koperasi,
Usaha Mikro Kecil, Industri, Perdagangan, Ketahanan Pangan
dan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Sub
Bagian Pekerjaan umum dan Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

Lingkup Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan
Pembangunan adalah lingkup koordinasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan
Perindustrian, Dinas Perhubungan, Tenaga Kerja, Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang, Dinas Perumahan .dan Kawasan
Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Usaha
Milik Daerah.

Lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah lingkup
tugas yang membawahi Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa, Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik, Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa.

Lingkup Bagian Program dan Keuangan Setda adalah
lingkup tugas yang membawahi Sub Bagian Program dan
Evaluasi, Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi dan Sub
Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

Lingkup Bagian Organisasi dan Reformasi Birckrasi Setda
adalah lingkup tugas yang membawahi Sub Bagian
Kelembagaan dan Anforjab, Sub Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik, Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi,

Lingkup Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah
lingkup tugas yang membawahi Sub Bagian Fasilitasi
Produk Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi
Manusia dan Konsultasi, Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi
dan Penyuluhan Hukum.

Lingkup Bagian Umum adalah lingkup tugas yang
membawahi Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, dan
Hubungan Masyarakat dan Protokol, Sub Pengadaan Setda,
Sub Bagian Rumah Tangga.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Setda
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Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Setda
merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. ‘
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada Setda.

Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan Kketerampilan
tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada Setda. ,
Pejabat Lingkup Setda adalah pejabat eselon pada Setda.
Tata Kerja adalah cara pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah.

Etika Birokrasi adalah norma dan/atau aturan yang
melekat pada setiap Pegawai ASN dimanapun dan
kapan pun dia berada, baik di Kantor maupun di tengah-
tengah masyarakat, terikat dengan aturan kepegawaian dan
aturan norma dalam masyarakat yang menjadi lansasan
etika dalam bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan
tugasnya.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Setda merupalkan unsur staf,
Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Sekda yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Walikota.

BAB ...



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Ofganisasi Setda, terdiri dart:
a. Asisten Sekda [, membawahi:
1) Bagian Pemerintahan, membawahi:

a) Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan;

b) Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretari at DPRD;dan

¢ Sub Bagian Kerjasama.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi

a) Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat;

b} Sub Bagian Bina Keagamaamdan

c) Sub Bagian Bina Potensi Lembaga Keagamaan.

3) Bagian Sosial Kemasyarakatan, membawahi:

a) Sub Bagian Sosial, Kependudukan dan Pencatatan
Sipll, dan komunikasi informatika, sandi, dan
statistilg

b) Sub Bagian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah,
dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

¢ Sub Bagian Pendidikan Buddya Pariwisata,
Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Pemuda
Olahraga;

b, Asisten Sekda II, membawahi:
1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

a) Sub Bagian Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Perhubungan, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja,

b) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
Perindustrian, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan
dan Pertanian; dan

¢ Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,
Perumahan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

9) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Blektronik;dan

=% &Y=t ™ —
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3) Bagian Program dan Keuangan Setda, membawahi-
a) Sub Bagian Program dan Evaluas:
b} Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;dan
¢} Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
c. Asisten Sekda III, membhawahi:
1) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi,
membawahi
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi
Jabatan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan
Publik;dan '
¢) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi
Birgkrasi.
2) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi:
a) Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia
dan Konsultasi;dan
c) Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi,” dan
Penyuluhan Hukum,
3) Bagian Umum, membawahi:
a} Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas, dan
Protckol;
b) Sub Bagian Pengadaan Setda;
¢) Sub Bagian Rumah Tangga,
d. Staf Ahli Walikota;dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Setiap Asisten Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin cleh secrang Asisten Sekda yang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
kepada Sekda.

(3) Setiap Bagian sebDagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala DBagian yang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
kepada Asisten Sekda. ‘

(4) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian.

(5) Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.
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BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SEKDA
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

Sekda mempunyai fugas membantu Walikota dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sekda menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
¢. pemantauan dan evaluasi peleksanaan kebijaken Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada Perangkat Daerah;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota
terkait dengan tugas dan fungsinya. '

Bagian Ketiga
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Sekda memiliki rincian tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis secara
makro sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

1) menetapkan jadwal kegiatan penyusunan kebijakan
teknis secara makro;

2} merancang konsep kebijakan tekmis secara makro;

3} memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan
teknis secara makro;

4} rapat pembahasan draft kebijakan teknis dengan peiabat
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b. mengarahkan kegiatan penyusunan rencana operasional

v

di seluruh perangkat daerah dengan menjabarkan rencana

operasional secara makro berdasarkan Standar Operasional

Prosedur dan Rencana Strategis Setda sebagai pedoman

pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana strategis Pemerintah daerah;

2) memetakan peluang dan hambatan organisasi dalam
pencapaian rencana strategis Pemerintah daerah;

3) merancang konsep program kerja berdasarkan hasil
analisis sebagal solusi dalam pencapaian rencana
strategis Pemerintah daerah; '

4) merancang target, output dan indikator-indikator untuk
masing-masing program kerja yang akan dilakukan;dan

5) menetapkan target, output dan indikator-indikator
untuk masing-masing program kerja yang akan
ditakukan.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Pemerintah

Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar

target kerja tercapai sesuai rencana, dengan tahapan:

1) menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;

2) menentukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan
Koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;

3] mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atan
pihak yang tefkait;dan

4) memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.

mengendalikan fungsi Pemerintah Daerah sesuai prosedur

dani ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung
kelancaran kegiatan operasional, dengan tahapan:

1} merancang prosedur kegiatan Pemerintah daerah;

2) memantau pelaksanaan kegiatan Pemerintah
daerah;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan fungsi
Pemerintah daerah.

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan lingkup
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas,
dengan tahapan: _ |

1) menetapkan jadwal pengarahan berkala;
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2) menerangkan jabaran tugas atau program hngk:up unit
kerja;

3) mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam
pelaksanaan tugas bawahandan

4) menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah Pemerintah

dacrah yang berhubungan dengan urusan Pemerintahan

Da¢rah sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang vang

dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik,

dengan tahapan:-

1) Mmemeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) menandatangani dokumen/naskah yang telah
sesuai/diperbaiki.

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup

Pemerint ah Daerah dengan cara membandingkan rencana

kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang,

dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah
Daerah;

2} mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4} menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5] memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. menyusun laporan pelaksanaan urusan fungsi

Pemerintahan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah

~ dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas.

kinerja Pemerintah daerah, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;

2) menelaah laporan keméjuan pelaksanaan tugas;

3} memberikan catatan/perbaikan;dan

4) membuat laporan pelaksanaan tugas.

menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang ‘berlaku sebagai
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1) menetapkan jadwal kegiatan penyusunan laporan
tahunan;

2) merancang konsep rencana penyusunan pelapdr.an
dengan pejabat terkait lingkup Pemerintah Daerah;

3) memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaboran
lingkup Pemerintah Daerah;

4) mengadakan rapat Koordinasi pembahasan draft
perencanaan dan pelaporan dengan pejabat terkait;dan

5) memlfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian

tujuan organisasi, dengan tahapan:

1} mempelajari tugas lain yang diberikan Oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait; -

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain; :

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsidan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKDA 1
Bagian Kesatu
Asisten Sekda I
Paragraf 1
Tugas
Pasal 7

Asisten Sekda I dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda, yang
mempunyai tugas:

a.

b.

merumuskan kebijakan lingkup Asisten Sekda 1 dan
lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I;

merumuskan program Kkegiatan Setda dalam rangka’
pembinaan pencapaian sSasaran dan target kinerja lingkup
Asisten Sekda I, dan sinkronisasi program kegiatan dan
pembinaan pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup
Perangkat Daerah Asisten Sekda J;

merumuskan Renstra dan Renja Setda Imgkup Asisten

Qalerda T cactiai PDIRT T me1 J. -
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. membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
lingkup Asisten Sekda I;

. membina dan mengkoordinasikan kegiatan lingkup Perangkat
Daerah Asisten Sekda I

membina aparatur lingkup Asisten Sekda I dan pelayanén
administratif pemerintah daerah; )

. menganalisa alternatif pemecahan masalah yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tertib hukum, pembinaan dan
pengembsngan organisasi dan ketatalaksanaan serta
administrasi pemerintah daerah lingkup Asisten Sekda I,
dan lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda [

. memberikan rekomendasi/pertimbangan kepada Walikota
bagi pengangkatan dan/atau - mutasi Camat, dan
rekomendasi/pertimbangan Kepala Bagian Pemerintahan
bagi pengangkatan Iurah atas usulan Camat;
menindaklanjuti seluruh proposal hibah dan bansos;

memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Asisten Sekda I
sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
. melaksanakan koordinasi dan konsultasi, baik dengan
pejabat lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I dan/atau
instansi terkait;
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Asisten Sekda I, dan lingkup Perangkat Daerah Asisten
Sekda 1 secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Asisten Sekda I kepada Sekda;dan
. melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesual dengan bidang
tugasnya.
Paragraf 2
Fungsi
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Asisten Sekda 1 menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Asisten Sekda I

dan lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I

b. pengoordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup

Asisten Sekda [ dan lingkup Perangkat Daerah Asisten
Sekda [

¢. pelayanan administrasi sesvai hireas dan famacd Heedoee
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d. pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I;

e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat
Daerah Asisten Sekda [;dan

f pelaporan pelaksanaan program  kebijakan lingkup
Perangkat Daerah Asisten Sekda I;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekda sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 9 |
{1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Asisten Sekda I memiliki rincian tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai
bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menetapkan jadwal kegiatan penyusunan dokumen
rencana strategis; |

2) merancang konsep rencana strategis dengan pejabat
terkait lingkup Asisten Sekda [;

3) memantau pelaksanaan kegiatafl penyusunan rencana
strategis lingkup Asisten Sekda [

4) mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft
rencana strategis dengan pejabat terkait;dan

5) memfinalisasi dokumen rencana strategis.

b. mengarahkan kegiatan penyusunan rencana operasional
lingkup Asisten Sekda 1 dengan menjabarkan rencana
operasional lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I
berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Rencana

Strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana strategis daerah;

2} memetakan peluang dan hambatan organisasi dalam
pencapaian rencana strategis daerah;

3) merancang konsep program Kkerja berdasarkan hasil
analisis sebagai solusi dalam pencapaian rencana
strategis daerah;

4) merancang target, output dan indikator-indikator untuk
masing-masing program kerja yang akan dilakukan;dan

5) mendistribusikan rencana operasional sesuai tugas den
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mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Asisten

Sekda I sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar

target Kkerje. tercapai sesuai rencana, dengan tahapan:

1) menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;

2) menentukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan
koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;

3) mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau
pihak yang terkait;dan

4) memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.

. mengendalikan tugas lingkup Asisten Sekda I sesuai
prosedur dan Kketentuan yang berlaku dalam rangka

mendukung kelancaran kegiatan Operasional lingkup

Asisten Sekda I, dengan tahapan:

1) merancang prosedur tugas lingkup Asisten Sekda I;

2) memantau  pelaksanaan tugas lingkup  Asisten
Sekda I,dan

3) mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Asisten Sekda I.

. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Asisten

Sekda 1 sesuai dengan tugas, tanggung jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku

untuk ketepetan dan kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menetapkan jadwal pengarahan berkala;

2} menerangkan -jabaran tugas atau program lingkup
Asisten Sekda I,

3) mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam
ptlaksanaan tugas bawahan;dan

4) menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewehang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) menandatangant dokumen/naskah yang  telah
sesuai/diperbaiki.

. mengevaluasl pelaksanaan tugas bawahan lingkup Asisten

Sekda [ yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup
Asisten Sekda I;

2) mengidentifikasi kesesnaian = nelalreamnne  Teadfode -
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3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatanidan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan
Daerah lingkup Asisten Sekda I secara berkala sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud
pelaksanaan akuntabilitas kinerja lingkup Asisten Sekda I,
dengan tahapar:

1) ‘mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;
2) menelaah laporan kemajuan pelaksanaan tugas;
3) memberikan catatan/perbaikan;dan

4) membuat laporan pelaksanaan tugas.

1. menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai
bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menetapkan jadwal kegiatan penyusunan laporan
tahunan;

2) merancang konsep rencana penyusunan pelaporan
dengan pejabat terkait lingkup Asisten Sekda I;

3) memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan
lingkup Asisten Sekda I _

4) mengadakan vrapat koordinasi pembahasan draft
perencanaan dan pelaporan dengan pejabat terkait;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketenfuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsidan

4} menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

{2) Asisten Sekda I, membawzhi:
.a. Bagian Pemerintahan,
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;dan

. Ba&iﬂ‘n gnqig'l T evrvrm everem vom Toem e e
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Bagian Kedua
Bagian Pemerintahan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Secrang Kepala Bagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Sekda I, mempunyai tugas: |

a. memfasilitasi:

1)

2)

3)

perumusan kebijakan {lingkup Bagian Pemerintahan,
dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan;
perumusan  program  kegiatan  lingkup  Bagian
Pemerintahan dalam rangka pembinaan pencapaian
sasaran dan target kinerja lingkup Perangkat Daerah
Bagian Pemerintahan,dan

perumusan Renja Bagian Pemerintahan dan penyiapan
bahan Renstra Setda sesuai RPJM Daerah, dan
sinkronisesi Renstra dan Renja lingkup Perangkat
Daerah Bagian Pemerintahan.

b. melayani urusan:

1)

2)

3)

4

5)

pembinaan aparatur lingkup Bagian Pemerintahan dan
administratif pemerintah daerah;

penganalisis  alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Pemerintahan dan lingkup Perangkat
Daerah Bagian Pemerintahan;

peraberian rekomendasi/pertimbangan  pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Pemerintahan
dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan
kepada Asisten Sekda [

memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bagian
Pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan
yang berlaku; .

penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah
Bagian Pemerintahan secara berkala dan/atau sesuai
dengan kebutuhan; '
pempertanggungjawaban  hasil pelaksanaan tugas
lingkup Bagian Pemerintahan kepada Asisten Sekda I;
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7) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagian sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj) Bagian sebagai bagian dari Laporan
Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;

8 pengumpulan dan penyusunan bahan laporan
pertanggungjawaban Walikota atas penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai pedoman yang berlaku;dan

9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan wewenang
bidaIlg tUgasnya,

mengoordinasikan:

1) pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Bagian Pemerintahan, dan lingkup Perangkat Daerah
Bagian Pemerintahan,; :

2) pembinaan kegiatan lingkup Bagian Pemerintahan, dan
lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan;dan

3} program dan pelayanan Perangkat Daerah pada lingkup
Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan dalam upaya
peningkatan kinerja aparatur daerah -sesuai dengan’
bidang tugasnya;

4) Pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) lingkup pemerintah kota Cilegon

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 11

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Kepala Bagian Pemerintahan menyelenggarakan
fungsi:

a

penyusunan  rumusan  kebijakan lingkup Bagian
Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Pemerintahan;

pehgoordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup
Bagian Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Pemerintahan;

pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Bagian Pemerintahan;

pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan
yang dikoordinasikan Bagian Pemerintahan;

evaluasi pelaksanaan program kebijokan lingkup Perangkat
Daerah Bagian Pemerintahan;

pelaporan  pelaksanaan  program  kebijakan  lingkup
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Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Kepala Bagian Pemerintahan memiliki rincian
tugas: ‘

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup
Asistenn Sekda 1 dan membagi tugas pengumpulan
bahan lingkup Bagian Pemerintahan;

2) mengoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Asisten
Sekde [ dan membagi tugas pengumpulan bahan
lingkup Bagian Pemerintahan; '

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan

perencanasan laporan kepada pejebat terkait
lingkup Asisten Sekda I dan membagi tugas

pengumplulan bahan lingkup Bagian Pemerintahan;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan
kepada pimpinan;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup
Bagian Pemerintahan dengan menjabarkan rencana
operasional Bagian Pemerintahan berdasarkan SOP
dan Renstra Setda sebagai pedoman pelaksanaan
tugas, dengan tahapan:

1) menelaah program kerja;

2) merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) merencanakan &glokasi sumber daya yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;

4) merumuskan kerangka acuan kerja sebagai
panduan operasional dalam pelaksanaan program
kerja;dan

5} mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tuges pokok dan tanggungjawab.

¢. pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup Bagian
Pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berialan efektif dan eficien Adancan
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1) men jabérkan rencana operasional menjadi kegiatan-
kegiatan yang harus dilaksanakan,

2) mengklasifikasi Kegiatan berdasarkan tugas, fungsi
dan kewenangan bawahan;

3) membagi tugas kepada pejabat terkaitdan

4) menentukan waktu penyelesaian untuk
pelaksanaan tugas. ‘

d. pelaksanaan tugas Lingkup Bagian Pemerintahan, sesuai

prosedur den ketentuan yang berlaku dalam rangka
mendukung kelancaran kegiatan operasional, dengan

tahapan:

1) merumuskan tugas Lingkup Bagian Pemerintahan;

2) melaksanakan tugas Lingkup Bagian
Pemerintahan;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan tugas Lingkup Bagian
Pemerintahan,

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Lingkup
Bagian Pemerintahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan, dengan tahapan:

1} menentukanjadwal penyeliaan tugas bawahan;

2) menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil
kerja;

3) mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam
hasit kerja sesuai dengan standar yang telah
ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil ketja bawahan.

f menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas
yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai
dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik,
dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejbat
terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3] membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

g mengevaluasi ...
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g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan Lingkup
Bagian Pemerintahan dengan cara membandingkan
rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan
rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada
Lingkup Bagian Pemerintahan;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program Kerja;

3) menjelaskan  perbandingan  antara  kondisi
pelaksanaan kegiatan dengan program yang
diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami
dalam pelaksanaan kegiatan;dan

5] memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Lingkup Bagian
Pemerintahan sesuai dengan tugas vyang telah
dilaksanakan  secara  berkala  sebagai  wujud
pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:

1) menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas
bawahar,

2) mereview konsep laporan;

3] mengkonsultasiken  konsep laporan  kepada
pimpinan;dan

4) memfinalisasi laporan.

i penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan
dan  peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan: '
1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup

Bagian Pemerintahan dan membagi tugas
pengumpulian bahan;

9) mengoordinasikan ' konsep remcana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian
Pemerintahan;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
laporan kepada pejabat terkait lingkup Bagian
Pemerintahan;

4) mengkonsultasikan ‘draft penyusunan pelaporan
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5} memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian

tujuah organisasi, dengan tahapan: '

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain; menjalankan tugas lain
berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi;dan

3) memberikan saran dan masukan terhadap

pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan
tugas dan fungsi.

{2) Bagian Pemerintahan, membawahi:

a.
b.

Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan;

Sub Bagian " Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretariat DPRD; dan

Sub Bagian Kerjasama.'

Bagian Ketiga
Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 13

Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan dipiIﬁpil’l oleh seoraﬁg Kepala
Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab
kepada Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)

2)

3)

4)

penyusunan program kerja Sub Bagian Fasilitasi
Kecamatan;

perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Fasilitasi Kecamatan;

penyusunan kebijakan tekmis Sub Bagian Fasilitasi
Kecamatan,

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, - dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian

Fagilitasi Kecamatan:
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5) pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Fasilitasi Kecamatan;

6) pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan; -

7) pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daersh
yang dikoordinasikan Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan;

8) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan
dan lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan;

9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Fasilitasi Kecamatan;

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Fasjlitasi Kecamatan;

11) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan penyusunan
laporan akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian Fasilitasi
Kecamatan;

12) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Fasilitasi Kecamatan;dan

13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai actian dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf?2
Fungsi
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan

menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/ataul Badan sesuai bidang
tugasnya;

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
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d. penyiapan pemantauan pelaksanaan program keﬁijakan
Pemerintali Daerah kepada Dinas dan/atan Badan sesuai
bidang tugasnya;

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

f penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya;

Paragraf3
. Rincian Tugas dan Tahapen Pelaksanaan Tugas
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan memiliki
rincian tugas:

a. menyiapankan data penyusunan kebijakan teknis lingkup
Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan dan penyusunan
kebijakan teknis lingkup Bagian Pemerintahan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai
bahan pedoman pelaksanaan tugas:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan
Lingkup Sub Bagian Kerjasama Daerah, dan Fasilitasi
Kecamatan dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunat
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian
Pemerintahan;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
laporan kepada bawahan di Sub Bagian Fasilitasi
Kecamatan;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan
kepada atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.



mengendalikan.  pelaksanaan © penyusunan  rehcana

operasional Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan berdasarkan

rencana operasional Bagian sebagai pedoman pelaksanaan

tugas, dengan tahapan:

1) menelaah rencana operasional Bagian,

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan,dan

5] membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan tugas dan
tanggullg jawab

mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan tugas, fungsi,

dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

mengelola tugas Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian
Fasilitasi Kecamatan;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian Fasilitasi Kecamatan;dan

3} mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian Fasilitasi Kecamatan.

mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian Fasilitasi Kecamatan sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan, dengan tahapan:

1} menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3} mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan

standar vane talah Aitantnlrae A~
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4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis. i

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat
terkait;

2} mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalaban untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian Fasilitasi Kecamatan dengan cara membandingkan

rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan Kegiatan, dan rencana yang akan

datang, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian Fasilitasi Kecamatan;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan Lkegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4} menghimpun masukan atau Kkendala yang dialami
dalam pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

Fasilitasi Kecamatan secara berkala sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud

pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data penyusunan laporan tahunan lingkup

Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan  yang  berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan dan membagi tugas
pengumpulan bahan;

N rrarm alzameedTm s cd Lo
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mengkoordinasikan  konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian
Pemerintahan;

memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian Fasilitasi Kecamatan, :
mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atagan langsung,dan

memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)

2

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD

Tugas dan Fungsi
Pasal 16

Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di
bawah dan bertangggung jawab Kepala Bagian Pemerintahan,
yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)

3)

penyusunan program Kerja Sub Bagian Pemerintahan
Umum, Ketentraman dan  Ketertiban  Umum,
Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD;

perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat
DPRD;

penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Pemerintahan
Umum, Ketentraman dan  Ketertiban Umum.
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4} Penyusunan Standar Pelayanan Minimal tingkat kota
Cilegon;

5) pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretariat DPRD;

6) pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat
DPRD,

7) pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Pemerintahan Umum,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan
Masyarakat, dan Sekretariat DPRD;

8) pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daerah
yang dikoordinasikan Sub Bagian Pemerintahan Umum,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan
Masyarakat, dan Sekretariat DPRD;

9) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan
Masyarakat, dan Sekretariat DPRD dan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan;

10) pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian,
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretariat DPRD;

11) pelaksanan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat
DPRD;

12) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan ~ Sub  Bagian  Pemerintahan  Umum,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan
Masyarakat, dan Sekretariat DPRD;

13) penyusunan laporan aluntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretariat DPRD;

14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidaneg tugasnva.
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b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf?2

~ Fungsi

Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umuimn,

Ketentraman  dan  Ketertiban ~ Umum, Perlindungan
Masyarakat, dan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya,;

c. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

d. penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

e. penylapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

f penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian
sesulai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum,

Ketentraman  dan  Ketertibann ~ Umnm, Perlindungan

Masyarakat, dan Sekretariat DPRD, memiliki tugas:

a. menyiapkan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD
dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
Pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan vang
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1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertibari Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretariat DPRD dan membagi tugas pengumpulan
bahan; _

2) mengkoordinasikan - konsep rTencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Sub Bagian
Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD;

3} memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan lapOran
kepada bawahan di Sub Bagian Pemerintahan Umum,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan
Masyarakat, dan Sekretariat DPRD;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelapOran.

. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana

operasional Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman

dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan

Sekretariat DPRD berdasarkan rencana Operasional Bagian

sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1} menelaah rencana operasional Bagian;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan
dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah ~mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD,

sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-

masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan
tahapamn:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan; :

2) membagi tugas kepada bawahan;
3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Kkepada
bawahan;dan
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menentukan target waktu penyelesaian.

. Menyusun standar pelayanan minimal tingkat kota Cilegon,
dengan tahapan:

1)

2)

3)

Menjabarkan rencana penyusunan standar pelayanan
minimal tingkat kota Cilegon;

menyusun standar pelayanan minimal tingkat kota
Cilegon;dan

mengevaluasi standar pelayanan minimal tingkat kota
Cilegon. |

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD

sesuai prosedur dan ketentuan vyang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1)
2)
3)

4)

menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang
berhubungan dengan urusan kedinasan-sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1)
2

3)

memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

membubuhkan  paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

g mengevaluasi ...
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g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD
dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretariat DPRD;,

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4 menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD secara
berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja,
dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;’

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data penyusunan laporan tahunan lingkup

Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan

Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan

Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan

tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentramah dan
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretariat DPRD dan membagi tugas pengumpulan
bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian
Pemerintahan;



4)

5)

-33-

memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan
Sekretariat DPRD; .
mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsungdan

memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, detigan tahapan:

1)
2)
3)

4)

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arsghan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsidan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Sub Bagian Kerjasama
Tugas dan Fungsi
Pasal 19

Sub Bagian Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab
Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)
2)

6)

penyusunan program kerja Sub Bagian Kerjasama;
perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Kerjasama,; _
penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Kerjasama;
pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian
Kerjasama,;

pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Kerjasama;

pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah yang
dikcordinasikan Sub Bagian Kerjasama;

pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daerah yang

Atlennrdinacilran Q1ih Raaian Karacamma-
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8) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Kerjasama dan llngkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan;

9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Kerjasama,;

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Kerjasama,;

11) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Kerjasama penyusunan laporan
alountabilitas dan kinerja Sub Bagian Kerjasama;

12) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Kerjasama;dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf?2
Fungsi
Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Kepala Sub Bagian Kerjasama menyelenggarakan
fungsi:

a
b.

Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
Penyiapan pelaksanaan program kebijpkan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Baden sesuai bidang
tugasnya; ‘

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijjakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

penyiapan evaluasi pelaksanaan program  kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf ...
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Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 21 |

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Kepala Kepala Sub Bagian Kerjasama, memiliki

tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian Ker jasama, sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian Kerjasama dan membagi tugas
pengumpulan bahan; ‘

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian
Pemerintahan;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian Kerjasama;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung,dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunam = rencana
operasional Sub Bagian Kerjasama berdasarkan rencana
operasional Bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

1) menelaah rencana operasional Bagian,

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahen lingkup Sub Bagian
Kerjasama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub

Bagian Kerjasama sesuai dengan tugas, fungsi, dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) meniabarkan rencana kegiatan manisdi #f1rane fivena
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2) membagi tugas kepada bawahan;

3} memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian Kerjasama sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas Bagian, dengan tahapan:

1} menyusun prosedur tugas Sub Bagian Kerjasama;

2) mengelola pelaksanaan tugas Sub Bagian Kerjasama;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Kerjasama.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian Kerjasama sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk mencapai target kinerja vang diharapkan,

dengan tahapan: . '

1) mene€laah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukanydan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

f. menganalisis dokumen-dokumen atat naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

pentyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian Kerjasama dengan cara membandingkan rencana

kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang,

dengan tahapan:

1} mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian Kerjasama;

2} mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja; :

3} menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam

nalolranvans Tramiabme ol e
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h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
Kerjasama secara berkala sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan
akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data penyusunan laporan tahunan lingkup

Sub Bagian Kerjasama, sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub  Bagian  Kerjasama dan  membagi tugas
pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian
Pemerintahan; '

3} memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian Kerjasama,;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pinipinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain,

3} menjalankan fugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian ...
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Bagian Keenam
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Paragraf 1
Tugas
Pasal 22

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Sekda I, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi:

1)

2)

3)

perumusan kebijakan lingkup Bagian Kesejahteraan
Rakyat, dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Kesejahteraan Rakyat;

perumusan  program  kegiatan lingkup Bagian
Kesejahteraan Rakyat dalam rangka pembinaan
pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup Perangkat
Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat;dan

perumusan Renja Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
penyiapan bahan Renstra Setda sesuai RPJM Daerah,
dan sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup Perangkat
Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat.

b. melayani urusan:

1)

2)

4)

. )

pembinaan aparatur lingkup Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan administratif pemerintah daerah;
penganalisis alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan pengembangan  organisasi dan
ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat dan lingkup
Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat;
pemberian  rekomendasi/pertimbangan  pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Kesejahteraan Rakyat kepada Asisten Sekda [

memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bagian
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangan dan
ketentuan yang berlaku

penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan lingkup Perangkat
Daecrah Bagian Kesejahteraan Rakyat secara berkala
dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
pempertanggungjawaban  hasil pelaksanaan tugas
lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Asisten
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7) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAXIP)
Bagian sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj Bagian sebagai bagian dari Laporan
Kinerja instansi pemerintah (LAKIP} Sekretariat Daerah;

8) pengumpulan dan  penyusunan bahan laporan
pertanggungjawaban Walikota atas penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai pedoman yang berlaku;dan

9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan wewenang
bidang tugasnya.

mengoordinasikan:

1) pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Perangkat Daerah Asisten Sekda ! dan/atau instansi
terkait;

2) pembinaan kegiatan lingkup Bagian Kesejahteraan
Rakyat, dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Kesejahteraan Rakyat;dan

3) program dan pelayanan Perangkat Daerah pada lingkup
Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam
upaya pehingkatan kinerja aparatur daerah sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf?2
Fungsi
Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Kepala  Bagian Kesejahteraan  Rakyat

a,

b.

menyelenggarakan fungsi :

penyusunan  rumusan  kebijakan  lingkup  Bagian
Kesejahteraan Rakyat;
pongordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup
Bagian Kesejahteraan Rakyat;
pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Bagian Kesejahteraan Rakyat;
evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian
Kese jahteraan Rakyat;
pelaporan pelaksanaan program kebijakan linglup Bagian
Kesejahteraan Rakyat;dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda I
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf ...
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Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 24
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki rincian

tugas: |

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku  sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) mengoeordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Asisten
Sekda I dan membagi tugas pengumpulan bahan lingkup
Bagian Kesejahteraan Rakyat;

2) mengoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Asisten Sekda I
dan lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada pejabat terkait Asisten
Sekda I dan lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional Iingkup
Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menjabarkan rencana
operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan SOP
dan Renstra Setda sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

a. menelaah program kerja;

b. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

c. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program kerja;

d. merumuskan kerangka acuan Kerja sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab,

c. pengoordinasiaan tugas képada bawahan lingkup Bagian
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
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1) menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-
kegiatan yang harus dilaksanakan;

2) mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan
kewenangan bawaharn, .

3) membagi tugas kepada pejabat terkait;dan

4) menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan
tugas.

. pelaksanaan tugas lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangkae

mendukung kelancaran kegiatan operasional, dengan

tahapan:

1) merumuskan prosedur lingkup Bagian Kesejahteraan
Rakyat;

2) pelaksanaan lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat,dan

3) mengevaluasi pelaksanaan lingkup Bagian Kesejahteraan
Rakyat.

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan, dengan tahapan:

1) menentukanjadwal penyeliaan tugas bawahan;

2) menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
3) mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil
kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:
1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabeat terkait;
2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau  menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

Kesejahteraan Rakyat dengan cara membandingkan

rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan

Antrmerer A swman dose le s cam
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1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup
Bagian Kesejahteraan Rakyat;

2} mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program Kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5 memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Bagian

Kesejahteraan Rakyat Seéllai dengan tugas vyang telal.

dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan

akuntabilitas kinerja, dengan tahapan;

1} menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2) mereview konsep laporan; ,

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada
pimpinan;dan

4) memfi nalisasi laporan.

penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup
penyusunan dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengoordinasikan  konsep rencana  penylUsunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup penyusunan;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada pejabat terkait lingkup penyusunan;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan Kketentuan yang berlaku untuk pencapaian

tujuan organisasi, dengan tahapan:

1} mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap

U D P



3

4)

-43-

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsidan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a. Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat;

b. Sub Bagian Bina Keagamaan;dan

c. Sub Bagian Bina Potensi Lembaga Keagamaan,;

Bagian Ketujuh

Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 25

Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung
jawab kepada Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)
2)
3)

4)

5)

8
9)

10)

o 11)

penyusunan program kerja Sub Bagian Bina Sosial
Masyarakat;

perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Bina Sosial Masyarakat;

penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Bina Sosial
Masyarakat;

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat;

pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bag1an
Bina Sosial Masyarakat; ‘

pelaksanaan kegiatan Sosialisasi peraturan hibah dan
bantuan sosial;

pelaksanaan kegiatan pembinaan Sumber Daya Aparatur
{SDM} lembaga keagamaan calon penerima hibah;
pelaksanaan survey, verifikasi dan monitoring Hibah
Lembaga Keagamaan,

Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pengelola
hibah lembaga keagamaan;

penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat
dan lingkup Perangkat Daecrah yang dikoordinasikan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian

Tirvrelrame Caala The o T - [
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12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Bina
Sosial Masyarakat; :

13) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat penyusunan
laporan akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian Bina Sosial
Masyarakat;

14} penyusunan laporan akuntabilitas dan Kkinerja Sub
Bagian Bina Sosial Masyarakat;dan

15) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian sesuai dengan bidang tugasnya,

melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 25, Kepala Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:

a

b.

Penyiapan perumusan kebjjakan Pemerintah Daerah;
Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada sesuai bidang tugasnya;

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnysa;

penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;dan

penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Kepala Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat memiliki
rincien tugas:

a. pellyiapan ...
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a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub

Bagian Bina Sosial Masyarakat dan penyusunan kebijakan
teknis lingkup Bagian sesuai ‘dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup

Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat dan membagi tugas

pengumpulan bahan,;

mengkoordinasikan  konsep rencana  penyusunan

pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifi kasi penyueunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsungidan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

N

. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana

operasional Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat
berdasarkan rencana operasional sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) men€laah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasionatl;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukar;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
Bina Sosial Masyarakat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian Bina Sosial Masyarakat Bagian s€suai dengan tugas,
fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;
3} memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan
4) menentukan target waktu penyelesaian.
d. mengelola ...
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d. mengelola urusan tugas Sub Bagian Bina Sosial
Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mendukung kelanicaran pelaksariaan tugas Bagian, dengan
tahaparn:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian
Bina Sosial Masyarakat;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian Bina Sosial Masyarakat;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian Bina Sosial Masyarakat. _

e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagiari Bina Sosial Masyarakat sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan, dengan tahaparn:

1} menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3} mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukaridan

4} membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang
berhubungan dengan urusan Kkedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewehang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3} membubuhkarnn paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

g mehgevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian  Bina  Sosial Masyarakat dengan  cara
membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan, dan
rencana yarig akan datang, dengan tahaparn:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian Bina Sosial Masyarakat;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan

keelatan denoan nraaoram wyrarme Ailceat-— .
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4} menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
Bina Sosial Masyarakat secara berkala sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud
pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sub Bagian Bina Sosial
Masyarakat, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
4) memfi nalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat dan

penyusunan laporan tahunan lingkup Sub Bagian Bina

Sosial Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan

tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian Bina Sosial Masyarakat dan membagi tugas
pengumptlan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian,

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian Bina Sosial Masyarakat;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian

tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Bagian Kedelapan
Sub Bagian Bina Keagamaan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 28

Sub Bagian Bina Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab
Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)
2)
3)

4)

8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

18

penyusunan program kerja Sub Bagian Bina
Keagamaan;

perumusan Kkebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Bina Keagaraan;

penyusunan Kebijakan teknis Sub Bagian Bina
Keagamaari,

pelaksanaan _sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagilan
Bina Keagamaan;,

pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam
(PHBY)) dan pelaksanaan Istighosah tingkat kota Cilegon;
penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)
tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota,
tingkat Provinsi dan tingkat Nasional;

pembinaan Tahsin dan Qiro’at Al- Qur'an bekerjasama
dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)
Kota Cilegon;

pendampingan  pemberangkatan dan pemulangan
jamaah ibadah haji Kota Cilegon; :
pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Bina Keagamaan;

penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Keagamaan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Sub Bagian Bina Keagamaan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Bina
Keagamaan;

pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatann Sub Bagian Bina Keagamaan penyusunan
laporan akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian Bina
Keagamaan;

penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Bina Keagamaan,dan

T T v = —
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b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Kepala Sub Bagian Bina Keagamaan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b, Penyiapan pelaksanaan program Kebijakan Pemerintah
Daerah sesuai bidang tugasnya;
¢. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
menurut bidang tugasnya;
d. penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidanhg tugasnya;
e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;dan
f. penylapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 30
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Kepala Sub Bagian Bina Keagamaan memiliki tugas:
a. penyiapan data penyusumnan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahaparn:
1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;
2) mengkoordinasikan  konsep Trencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;
3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;
4) menghkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan
5) memfinalisasi dokumen pelaporan.
b. mengendalikan ..
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b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan = rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional
sekrefariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1} menelaah rencana operasional sekretariat;

9) mengidentifikasi. kriteria hasil kerja untuk . setiap
kegiatan dalam rencana operasional,

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana Kkegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;
2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4} menentukan target waktu penyelesaian,

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan Ilingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3} mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

f. menganalisis ...
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f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan  paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian dengan cara membandingkan reneana kegiatan
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan, dan reneana yang akan datang, dengan
tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan,

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis eapaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep Teneana  penyusunan
pelanoran dengan Peishat Tinaliin Rancian:



4)

5)
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memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsungdan

memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)

4)

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petun juk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsidan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan

Sub Bagian Bina Potensi Lembaga Keagamaan

Paragraf 1
Tugas
Pasal 31

Sub Bagian Bina Poterisi Lembaga Keagamaan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan
bertangggung jawab Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)
)
3

4)

5)
6)

54}

penyusunan program kerja Sub Bagian Bina Potensi
Lembaga Keagamaan; )
perumusan Kkebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Bina Potensi Lembaga Keagamaan;

penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Bina Potensi
Lembaga Keagamaan;

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Sub Bagian Bina Potensi Lembaga Keagamaan;
pelaksanaan penguatan kelembagaan remaja islam
masjid tingkat Kota Cilegon;

pembinaan fardhu kifayah tingkat Kota Cilegon;
pembinaan Imam dan Khotib tingkat Kota Cilegon;

namhinaan Mailie taldlitm Hinoleat Knta Clilagnn-



b.

9) pelaksanaan pengajian ulama dan umara tingkat kota
Cilegon;

10) pelaksanaan pengunatan lembaga keagamaan (pengurus

masjid, Mushollah, Majelis tallim, Pontren, Madrasah,
Majelis Ulama Indonesia, Baznas;

11} pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian

Bina Potensi Lembaga Keagamaan;

12) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan

pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Potensi Lembaga
Keagamaan,

13) pelaksansan monitoring, evaluasi dan pengendalian

lingkup Sub Bagian Bina Potensi Lembaga Keagamaan;
14) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Bina
Potensi Lembaga Keagamaan;

15) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Bina Potensi Lembaga Keagamaan
penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Bina Potensi Lembaga Keagamaan;

16) penyusunan laporan akuntabilitas dan Sub Bagian Bina
Potensi Lembaga Keagamaan;dan

17) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
frungsi
Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, Kepala Sub Bagian Bina Potensi Lembaga Keagamaan
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
Penviapan pelaksanaan program kebijpkan Pemerintah
Daerah sesuai bidang tugasnya;

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;

penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;dan

penylapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai hidaneg trioaenvardan
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g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, Kepala Sub Bagian Bina Potensi Lembaga

Keagamaan, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2} mengkoordinasikan  konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian,

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian,

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5} memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional,;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan,

4} menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuail dengan tugas dan tanggungjawab.

¢. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub
Bagian Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung
jAwab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas—tugas
yang harus dilaksanakan;
2) membagi tugas kepada bawahan:
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3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4 membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis. '

menganelisis dokumeh-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2} mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau  menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/d.iperbajld

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan,

4) menghimpun masukan atau kendala yang dielami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan
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h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan:
1) menganalisis capaian kinerja bawahan,
2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
3} mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan,dan
4 memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan Ilingkup Sub
Bagian,

4} mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1} mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2} meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain,

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4} memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian ...
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Bagian Kesepuluh
Bagian Sosial Kemasyarakatan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 34

Bagian Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Sekda I, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi:

1)

3)

perumusan  kebijakan  lingkup  Bagian  Sosial
Kemasyarakatan, dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Sosial Kemasyarakatan;

perumusan program kegiatan lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan pencapaian
sasaran dan target kinerja lingkup Perangkat Daerah
Bagian Sosial Kemasyarakatan;dan

perumusan Renja Bagian Sosial Kemasyarakatan dan
penylapan bahan Renstra Setda sesuai RPJM Daerah,
dan sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup Perangkat
Daerah Bagian Sosial Kemasyarakatan.

b. melayani urusan:

1)

2

3)

4

pembinaan  aparatur  lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan dan administratif pemerintah daerah;
penganalisis alternatif pemecahan masalah yang .
berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan  pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Sosial Kemasyarakatan dan lingkup
Perangkat Daerah Bagian Sosial Kemasyarakatan;
pemberian  rekomendasi/pertimbangan = pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Sosial Kemasyarakatan kepada Asisten Sekda I

rmmemaraf danfatau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan dan
ketentuan yang berlaku;

penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Sosial Kemasyarakatan dan lingkup Perangkat
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6) pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Sosial Kemasyarakatan kepada Asisten Sekda J;

7) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagian sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj Bagian sebagai bagian dari Laporan
Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah,

8) pengumpulan dan penyusunan bahan laporan
pertanggungjawaban Walikota atas penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai pedoman yang berlaku;dan

9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan wewenang
bidang tugasnya.

c. mengoordinasikam:

1) pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Perangkat Daerah Asisten Sekda I dan/atau instansi
terkait;

2) pembinaan kegiatan lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan, dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Sosial Kemasyarakatan;dan

3} program dan pelayanan Perangkat Daerah pada lingkup
Perangkat Daerah Bagian Sosial Kemasyarakatan dalam
upaya peningkatan kinerja aparatur daerah sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34, [Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Sosial Kemasyarakatan;

b. pongordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup
Bagian Sosial Kemasyarakatan dan lingkup Perangkat
Daerah Bagian Sosial Kemasyarakatan;

c. pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Bagian Sosial Kemasyarakatan;

d. pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah  lingkup Perangkat Daerah Bagian Sosial
Kemasyarakatan yang dikoordinasikan Bagian Sosial
Kemasyarakatan,
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f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup
Perangkat Daerah Bagian Sosial Kemasyarakatandan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda I
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 36

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan memiliki
rincian tugas:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

a. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup
Asisten Sekda I dan membagi tugas pengumpulan bahan
lingkup Bagian Sosial Kemasyarakatan;

b. mengoordinasikan  konsep réncana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Asisten
Sekda I

c. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada pejabat terkait lingkup
Asisten Sekda [

d. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

e. memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. pelaksanaan penyusunan réncana operasional lingkup
Bagian Sosial Xemasyarakatan dengan menjabarkan
réncana operasional Bagian Sosial Kemasyarakatan
berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menelaah program kerja;

2) merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program kerja;

4) merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

5) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas pokok dan tanggungjawab.

c. mengoordinasikan ...
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c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bagian

Sosial Kemasyarakatansesuai dengan tugas, fungsi, dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan

dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan--
kegiatan yang harus dilaksanakan,

2) mengklasifi kasi kegiatan berdasarkan tugas, | fungsi dan
kewenangan bawahan; '

3) membagi tugas kepada pejabat terkait;dan

4) menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan

tugas.

. pelaksanaan tugas lingkup Bagian Sosial

Kemasyarakatansesuai prosedur dan Ketentuan yang

berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan

operasional lingkup Asda, dengan tahapan:

1) merumuskan prosedur kegiatan lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan;

2) pelaksahaan kegiatan  lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bagian
Sosial Kemasyarakatan. .

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

Sosial Kemasyarakatansesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan, dengan tahapan:

1) menentukanjadwal penyeliaan tugas bawahan;

2) menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
3) mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil
kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukanydan

4) membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

3
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:
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3) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

4) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

Sosial Kemasyarakatandengan cara membandingkan

rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan

datang, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup
Bagian Sosial Kemasyarakatan;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan,;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatandan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan,

. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Bagian

Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan seCara berkala sebagai wujud pelaksanaan

akuntabilitas kinerja, dengan tahapan;

1) menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2) mereview konsep laporan;

3) mengkonsultasikan konsep laporan . kepada
pimpinan;dan

4) memfinalisasi laporan,

penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bagian
Sosial ~ Kemasyarakatan dan  membagi tugas
pengumpulan bahan;

2) mengoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian Sosial
Kemasyarakatan;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan Ia‘poran
kepada pejabat terkait lingkup Bagian  Sosial
Kemasyarakatan;




-62-

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan
5] memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain; 7
3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.
{2) Bagian Sosial Kemasyarakatanmembawahi:
a Sub Bagian Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil,

Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik;

b. Sub Bagian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

L

Keluarga Berencana,

¢. Sub Bagian Pendidikan Budaya Pariwisata, Perpustakaan
arsip daerah, dan pemuda olahraga;

Bagian Kesebelas
Sub Bagian Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil, Komunikasi Informasi,
Sandi dan Staftistik
Paragraf 1
Tugas
Pasal 37
Sub Bagian Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil,
Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan
bertangggung jawab kepada Kepala Bagian, yang mempunyai
tugas:
a. menyiapkan!
1) penyusunan program kerja Sub Bagian Sosial,

- - « . -—



2)

3)
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6)

10)

11)

12)

13)
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perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil, Komunikasi
Informasi, Sandi dan Statistik;

penyusunan kebijakan * teknis Sub Bagian Sosial,
Kependudukan Pencatatan Sipil, Komunikasi
Informatika, Sandi, dan Statistik;

pelaksanaan sinkronisasi, ‘harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan’ Sub Bagian
Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil, Komunikasi
Informatika, Sandi, dan Statistik; _

pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil, KOmunlkaSI
Informatika, Sandi, dan Statistik;

pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Sosial, Kependudukan
Pencatatan Sipil, Komunikasi Informatika, Sandi, dan
Statistik;

pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daerah
yang dikoordinasikan Sub Bagian Sosial,
Kependudukan Pencatatan Sipil, Komunikasi
Informatika, Sandi, dan Statistik;

penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Sosial, Kependudukan
Pencatatan Sipil, Komunikasi Informatika, Sandi, dan
Statistik dan lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil,
Komunikasi Informatika, Sandi, dan Statistik;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Sosial,
Kependudukan Pencatatan Sipil, Komunikasi
Informatika, Sandi, dan Statistik;

pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Sosial, Kependudukan Pencatatan
Sipil, Komunikasi Informatika, Sandi, dan Statistik
penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian  Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil,
Komunikasi Informatika, Sandi, dan Statistik;
penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil,
Komunikasi Informatika, Sandi, dan Statistik;dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
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Paragraf 2
Fungsi
Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37, Kepala Sub Bagian Sosial, Kependudukan pencatatan

Sipil, Komunikasi Informatika, Sandi, dan Statistik

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerahy;

b. Penyiapan pelaksanaan program kebijkan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya;

c. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

d. penyiapah pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

f. penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g pelaksanaan fuhgsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37, Kepala Sub Bagian Sosial, Kependudukan

Pencatatan Sipil, Komunikasi Informatika, Sandi, dan Statistik

memiliki tugas:

a. pehyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub

Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas:

1) menjelaskan rencana Kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan ' konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepadabawahan di Sub Bagian,
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4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung,dan
5] memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan pelaksanaan  penyusunan rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1} menelaah rencana operasional Sub Bagian;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kegja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3} menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan,

4} menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasandan

5} membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub
Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Lkepada
bawahan;dan

4] menentukan target waktu penyelesaian.

d. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang
berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Bagian, dengan tahapan:

1} menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3} mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mencéapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2} menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3} mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar.vane telah ditentnkan-dan
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4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa -catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan uruUsan kedinasan sesUai dengan

tangglng jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau  menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawaharn;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasanidan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
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3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian; '

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5] memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Belas
Sub Bagian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
Tugas
Pasal 40
Sub Bagian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana dipimpin oleh seorang Kepaia Sub Bagian,
berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab Kepala
Bagian, yang mempunyai tugas:
a. menyiapkan:

1) penyusunan program kerja Sub Bagian Kesehatan,
Rumah  Sakit Umum  Daerah, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

: Berencana;

2) perumusan Kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana;

3) penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Kesehatan,
Rumah  Sakit Umum  Daerah, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

I ——— Berencana,




4)

9)

)
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pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana,

pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana,

pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Kesehatan, Rumah Sakit
Umum Daerah, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daerah
yang dikoordinasikan Sub Bagian Kesehatan, Rumah
Sakit Umum Daerah, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Kesehatan, Rumah Sakit
Umum Daerah, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana;

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian

Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

Berencana,;

11) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil

kegiatan Sub Bagian Kesehatan, Rumah Sakit Umum
Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana penyusunan laporan
akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian Kesehatan, Rumah
Sakit Umum Daerah, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;

12) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub

Bagian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana;dan
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1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2} mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsungdan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukar,

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasandan

5) membegi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesunai dengan tugas dan tanggung jawab

mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan: _

1) menjabarkan rencana kégiata.n menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2} membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

mengelola urusan tugas Sub Bagian sesnai ketentnan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan nrusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan wurusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevalulasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian. '

mengawasi pelaksanaan tungas bawahan lingkup Sub

Bagian sesusi prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
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1} menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

9) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

f menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaikidan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen /naskah yang telah sesuai/diperbaiki

g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian dengan cara membandingkan rencana Kkegiatan
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan
tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian,

2] mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan

. kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatandan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan: .

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;
2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4} memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i, menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan

peraturan vang berlaku sebagai bahan
e ———




1)
2

3)

4

5)

7.

menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;
mengkoordinasikan  konsep rencana = penyusunan
pelaporan dengan Pejabat lingkup Sub Bagian;
memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

memfinalisasi dokumen pelaporan.

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)
2
3)

4

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahen dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berda_sarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga Belas

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daerah,

Sub

dan Pemuda Olahraga
Paragraf 1
Tugas
Pasal 43
Bagian Pendidikan, Kebudayaan, PariwiSata,

Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda Olahraga dipimpin
oleh seorang Kepela Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan
bertangggungjawab Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)

2

4)

penyusunan Program kerja Sub Bagian Pendidikan,
Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daerah,
dan Pemuda Olahraga;

perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Pendigikan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan,
Arsip Daerah, dan Pemuda Olahraga;

penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Pendidikan,
Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daerah,
dan Pemuda Olahraga;

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, keglatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian



6)

g

10)
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pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan,
Arsip Daerah, dan Pemuda Olahraga; _
pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan,
Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda
Olahraga;

pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan,
Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda
Olahraga;

penyusunan norma,; standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan,
Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda
Olahraga dan lingkUp Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata,
Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda Olahraga;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan,
Arsip Daerah, dan Pemuda Olahraga;

11) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil

kegiatan Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan,
Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daergh, dan Pemuda
Qlahraga penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja
Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata,
Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda Olahraga;

12) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata,
Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda Olahraga;dan

13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

c. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf2
Fungsi
Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

43, Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan,

Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda Olahraga
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya;

c. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

d. penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

f penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan,

Pariwisata, Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pemuda

Olahraga, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman peleksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan baharn;

2) mengkoordinasikan konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tolianan:
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1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3] menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4] menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung -jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan '

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1} menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan wurusan tugas Sub
Bagian;dan ‘

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat t‘érkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdeq:)&zi“r kesalahan untuk diperbaiki;dan
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3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

 mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana Kkegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahaparn:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesUaian pelaksanaan Kkegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesUai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2} membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumptllan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5} memfi nalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketenfuan vyang berlaku untuk pencapaian

tujuan organisasi, dengan tahapan:
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2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKDA 11
Bagian Kesatu
Asisten Sekda II
Paragraf 1
Tugas
Pasal 46

Asisten Sekda Il dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda, yang
mempunyal tugas:

a. merumuskan kebijjakan lingkup Asisten Sekda II dan

b.

lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda IJ;

merumuskan program kegiatan Setda dalam rangka
pembinaan pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup
Asisten Sekda II, dan sinkronisasi program kegiatan dan
pembinaan pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup
Perangkat Daerah Asisten Sekda II;

merumuskan Renstra dan Renja Setda lngkup Asisten
Sekda Tl sesuai RPJM Daerah, dan sinkronisasi Renstra
dan Renja lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda IJ;
membina, mengendalikan dan  mengkoordinasikan
kegiatan lingkup Asisten Sekda II;

membina dan mengkoordinasikan kegiatan  lingkup
Perangkat Daerah Asisten Sekda I;

membina aparatur lingkup Asisten Sekda Il dan pelayanan
administratif pemerintah daerah;

menganalisa alternatif pemecahan masalah yang herkaitan
dengen penyelenggaraan tertib hukum, pembinaan dan
pengembangan organisasi dan Xketatalaksanaan serta
administrasi pemerintah daerah lingkup Asisten Sekda II,
dan lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda II;

memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Asisten Sekda

h ]
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melaksanakan koordinasi dan konsultasi, baik dengan
pejabat lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I
dan/atau instansi terkait;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Asisten Sekda I, dan lingkup Perangkat Daerah Asisten
Sekda I secara berkala dan/atau sesuai dengan
kebutuhan; ‘
mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas
lingkup Asisten Sekda Il kepada Sekda;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf?
Fungsi-
Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46, Asisten Sekda II menyelenggarakan fungsi:

a

b.

penyusunan rumusan kebijakan lingkup Asisten Sekda II
dan lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda II;
pengoordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup
Asisten Sekda Il dan lingkup Perangkat Daerah Asisten
Sekda II;

pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Asisten Sekda 1I; ' _

pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda II;

evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat
Daerah Asisten Sekda I;dan

pelaporan  pelaksanaan program kebijakan lingkup
Perangkat Daerah Asisten Sekda Il;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekda sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 48

(1) Untuk melaksanakan tugas sébagaimana dimaksud . dalam
Pasal 47, Asisten Sekda I memiliki rincian tugas:

a

menyelenggarakan penyusunan kébijakan teknis sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai
bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
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2) merancang konsep remcana strategis dengan pejabat
terkait lingkup Asisten Sekda II;

3) memantau pelakSanaan kegiatan penyusunan rencana
strategis lingkup Asisten Sekda II;

4} mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft
rencana strategis dengan pejabat terkait;dan

5) memfinalisasi dokumen rencana strategis.

. meNgarahkan Kegiatan penyusunan rencana operasional

lingkup Asisten Sekda I dengan menjabarkan rencana

operasional lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I

berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Rencana

Strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana strategis daerah;

2) memetakan peluang dan hambatan organisasi dalam
pencapaian rencana strategis daerah;

3) merancang konsep program Kkerja berdasarkan hasil
analisis sebagai solusi dalam pencapaian rencana
strategis daerah;

4) merancang target, output dan indikator-indikator untuk
masing-masing program kerja yang akan dilakukan;dan

5) mendistribusikan rencana operasional sesuai tugas dan
fungsi serta tangg ungijawab bawahan lingkup Asda.

. mengoordinasikan pelaksanaan tuga$ lingkup Asisten

Sekda I sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar

target kerja tercapai sesuai rencana, dengan tahapan:

1) menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;

2) menentukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan
koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;

3) mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau
pihak yang terkait;dan

4) memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.

. mengendalikan lingkup Asisten Sekda H sesuai prosedur

dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung

kelancaran kegiatan operasional lingkup Asisten Sekda II,

dengan tahapan:

1) merancang prosedur kegiatan lingkup Asisten Sekda II;

2) memantau pelaksanaan kegiatan lingkup Asistén
Sekda 11 ;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Asisten
Sekda IL

e. mengarahkan ...
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e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Asisten

g

h.

Sekda 1 sesuai dengan tugas, tanggung jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku

untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menetapkan jadwal pengarahan berkala;

2) menerangkan jabaran tugas atau program lingkup
Asisten Sekda [I;

3} mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam
pelaksanaan tugas bawahan;dan

4) menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1} memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2} mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) menandatangani dokumen/naskah yang telah
sesuai/diperbaiki.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Asisten

Sekda II dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup
Asisten Sekda 1I;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
menyusun laporan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan
Daerah lingkup Asisten Sekda II secara berkala sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud
pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;

2) menelaah laporan kemajuan pelaksanaan tugas;

3) memberikan catatan/perbaikan;dan

4) membuat laporan pelaksanaan tugas.
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i. menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai
bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menetapkan jadwal kegiatan penyusunan laporan
tahunan;

2) merancang Kkonsep rencana penyusunan pelaporan
dengan pejabat terkait lingkup Asisten Sekda II

3} memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan
lingkup Asisten Sekda II ;

4) mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft
perencanaan dan pelaporan dengan pejabat terkait;dan

51 memfinalisasi dokumen pelaporan.-

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3} menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsidan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Asisten Sekda Il , membawahi :
a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan,
b. Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa; dan
c. Bagian Program dan Keuangan Setda.

Bagian Kedua
Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 49
Bagian Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Asisten Sekda II, mempunyai tugas:

a. memifasilitasi:

1) perumusan kebijakan lingkup Bagian Perekonomian
dan Pembangunan, dan lingkup Perangkat Daerah
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pérumus.an' program  kegiatan lingkup Bagian
Perekonomian dan Pembangunan dalam rangka
pembinaan pencapaian sasaran dan target kinerja
lingkup Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan
Pembangunan;dan )

perurnusan Renja Bagian Pemerintahan dan penyiapan
bahanl Renstra Setda sesuwai RPJM Daerah, dan
sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup Perangkat
Daerah Bagian Perckonomian dan Pembangunan.

melayani urusan:

1)

2

3)

4

5)

6)

pembinaan aparatur lingkup Bagian Perekonomian dan
Pembangunan dan administratif pemerintah daerah;
penganelisis alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Perekonomian ‘dan Pembangunan dan
lingkup Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan
Pembangunan;

pemberian  rekomendasi/pertimbangan . pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Perekonomian
dan Pembangunan dan lingkup Perangkat Daerah
Bagian Perekonomian dan Pembangunan kepada
Asisten Sekda II;

memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bagian
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan yang berlakuy;
penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan lingkup
Perangkat Daerah  Bagian  Perckonomian dan
Pembangunan secara berkala dan/atau sesuai dengan
kebutuhan;

pempertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas
lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan
kepada Asisten Sekda II; .
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP} Bagian sebagai bagian dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj Bagian sebagai bagian dari
Laporan Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat
Daerah;
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8 pengumpulan dan penyusunan bahan laporan
pertanggungjawaban Walikota atas penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai pedoman yang berlaku;dan

9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya Iya_ng diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan
wewenang bidang tugasnya.

mengoordinasikan:

1) pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Bagian Perekonomian dan Pembangunan, dan lingkup
Perangkat  Daerah 'Bagian  Perekonomian dan
Pembangunan;

2) pembinaan kegiatan lingkup Bagian Perekonomian dan
Pembangunan, dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Perekonomian dan Pembangunan;dan

3) program dan pelayanan Perangkat Daerah pada lingkup
Perangkat  Daerah  Bagian  Perekonomian  dan
Pembangunan dalam upaya peningkatan kinerja
aparatur daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf2
Fungsi
Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 49, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan  rumusan  kebijakan lingkup Bagian
Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Perekonomian dan Pembangunan;

pongordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup
Bagian Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Perekonomian dan Pembangunan;

pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Perekonomian dan Pembangunan; '

pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah lingkup Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan
Pembangunan yang dikoordinasikan Bagian Perekonomian
dan Pembangunan;

evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat
Daerah Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

pelaporan  pelaksanaan program  kebijakan  lingkup
Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan
Pembangunan;dan
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Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 51

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
memiliki rincian tugas:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan

o

peraturan yang Dberlaku sebagai bahan pedoman

pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

a. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup
Asisten Sekda Il dan membagi tugas pengumpulan
bahan lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

b. mengoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Asisten
Sekda II;

c. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada pejabat terkait lingkup
lingkup Asisten Sekda If;

d. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

e. memfi nalisasi dokumen pelaporan.

pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup

Bagian  Perekonomian dan  Pembangunan dengan

menjabarkan rencana operasional Bagian Perekonomian

dan Pembangunan berdasarkan SOP dan Renstra Setda
sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menelaah program kerja;

2) merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program kerja;

4) merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

5) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas pokok dan tanggungjawab.

mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bagian
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan
tahapan:

1) menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-

kegiatan yang harus dilaksanakan;

2) mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan
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4) menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan
tugas.

. pelaksanaan tugas lingkup Bagian Perekonomian dan

Pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku’

dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasmnal

lingkup Asda, dengan tahapan:

1) merumuskan prosedur kegiatan tugas lingkup Bagian
Perekonomian dan Pembangunan;

2) pelaksanaan  kegiatan  tugas lingkup  Bagian
Perekonomian dan Pembangunan;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas lingkup
Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan tugas lingkup Bagian

Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yvang diharapkan, dengan tahapan;

1) menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;

2) menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja; -
3) mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil
kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

_4) membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaikidan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan tugas lingkup

Bagian Perekonomian dan Pembangunan dengan cara

membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada tugas
lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;



- 86 -

5] memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas tugas lingkup Bagian
Perekonomian datl Pembangunan sesuai dengan tugas yang
telah  dilaksanakan secara berkala sebagai wujud
pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat, dengan
tahapan;

1) menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2) mereview konsep laporan;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada
pimpinandan

4) memfinalisasi laporan,

i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku - sebagai bahan
pertanggungigawaban, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait tugas lingkup
Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan membagi
tugas pengumpulan bahan;

2) mengoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait tugas lingkup Bagian
Perekonomian dan Pembangunan;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada pejabat terkait tugas lingkup Bagian
Perekonomian dan Pembangunan;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

' 6) memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikatl saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

a. Sub Bagian Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga
Kerja dan Transmigrasi,

b. Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industr,

Trerdmmaem v mem Tk i T 1
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¢. Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga _ _
Sub Bagian Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perhubungan,
Badan Usaha Milik Daerah,Tefaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Tugas
Pasal 52

Sub Bagian Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,
berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab Kepala
Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1} penyusunan program kerja Sub Bagian Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perhubungan,
Badan Usaha Milik DaerahTenaga KXerjg dan
Transmigrasi;

2) perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga -Kerja
dan Transmigrasi;

3) penyrusunan kebijakan teknis Sub Bagian Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perhubungan,
Badan Usaha Milik DaerahTenaga Kerja dan
Transmigrasi; _

4} pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan linglkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintuy,
Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

5) pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Ppintuy,
Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

6) pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perhubungan, Badan
Usaha Milik Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7) pelaksanaan ...
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7) pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perhubungan, Badan
Usaha Milik Daerah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

8) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perhubungan, Badan
Usaha Milik Daerah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan;

9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

11) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Penanamsan Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Perhubungan, Badan Usaha Milik
Daerah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi penyusunan
laporan akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pinty,
Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga Kerja
dan. Transmigras_i; '

12) penyusunan laporan akuntabilitas - dan kinerja Sub
Bagian Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah,Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;dan

13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan Kketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf?
Fungsi
Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52, Kepala Sub Bagian Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Perhubungan, Badan Usaha Milik
Daerah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan
fungsi: |
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a penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;

b. Penylapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

c. Penylapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya;

d. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsul’ petangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

¢. penylapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

f penylapan evaluasi pelaksanaan program  kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g.penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan |

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52, Kepala Sub Bagian Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Perhubungan, Badan Usaha Milik

Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesual dengan ketentuan dan. peraturan yang berlaku
sebagal bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana = penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) membelikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
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5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan = rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan remcana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasandan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. )

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

denigan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan,

2y membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1} menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian; -

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketenituan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.
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. menganalisis dockumen-dokumen atau naskah dinas yang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

4) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

5) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaikidan

6) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan, dan renCana yang akan datang, dengan
tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program Kerja,

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
h. melaporkan pelaksanaan kinerja uUrusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan:
5) menganalisis capaian kinerja bawahan;
6) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
7) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
8 memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
i. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan Kketentuan dan
peratUran yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan: |
1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana  penyuUsuUnan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3} memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perenCanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
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4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada

atasan langsungdan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)
2)
3)

4)

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta. arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain; :
menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri, Perdagangan, Ketahanan

Pangan dan Pertanian
Paragraf 1
Tugas
Pasal 55

Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industr,
Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan

bertangggung jawab Kenala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)

2)

3)

4

penyusunan program Kerja Sub Bagian Koperasi,
Usaha Mikro Kecil, Industri, Perdagangan, Ketahanan
Pangan dan Pertanian;

perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri, Perdagangan,
Ketahanan Pangan dan Pertanian;

peniyusunlan kebijakan teknis Sub Bagian Koperasi,
Usaha Mikro Kecil, Industri, Perdagangan, Ketahanan
Pangan dan Pertanian;

pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian
Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri, Perdagangan,
Ketahanan Pangan dan Pertanian;

85 nenonimniilan ..
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5} pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri, Perdagangan,
Ketahanan Pangan dan Pertanian;

6) pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah
yang dikoordinasikan Sub Bagian Koperasi, Usaha
Mikro Kecil, Industri, Perdagangan, Ketahanan Pangan
dan Pertanian;

7) pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daerah
yang dikoordinasikan Sub Bagian Koperasi, Usaha
Mikro Kecil, Industri, Perdagangan, Ketahanan Pangan
dan Pertaniam;

8) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro
Kecil, Industri, Perdagangan, Ketahanan Pangan dan °
Pertanian dan lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan;

9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penhgendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri,
Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian;

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Industri, Perdagangan,
Ketahanan Pangan dan Pertanian;

11) pengumptilan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro Kecil,
Industri, Perdagangan, Ketahanan Pangan dan
Pertanian penyusunan laporan akuntabilitas dan
kinerja Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro Kecil,
Industri, Perdagangan, Ketahanan Pangan dan
Pertanian;

12} penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Koperasi, Usaha Miko Kecil, Industri,
Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian;dan

13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Fungsi
Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55, Kepala Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro Kecil,

Industri, Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

menyelenggarakan fungsi:

2. penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya;

c. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

d. penyiapan pemantalan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya,;

f. penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 57
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55, Kepala Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro Kecil,
Industri, Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian,

memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;
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4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

. mengendalikan  pelaksanaan penyusunan rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
seésuai dengan tugas dan tanggung jawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk Lkelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan: ‘

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Kepada
bawahan:dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai Ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagiandan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian. :

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan Kketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerjayang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan

JF AP W § R
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f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani

dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapam '

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian,

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan,dan

5} memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i. menyiapkan data bhahan penyusunan Ilaporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub DBagian sesual dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan;

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian, ,

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub

| =P Y
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mengkonsulitasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan;

1)

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman,

dan Lingkungan Hidup
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Pasal 58

Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan,

Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan
bertangggungjawab Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

Y

2

3)

4)

penyusunan program kerja Sub Bagian Pekerjaan
Umun, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

perumusan kebijakan pelaksanaantugas Sub Bagian
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumsahan, Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Pekerjaan

Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup; '
pelaksanaan sinkronisast, harmonisasi, dan

pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

—
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5) pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

6) pelaksanaan koordinasi lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Lingkungan Hidup;

7) pelaksanaan pembinaan lingkup Perangkat Daerah
yang dikoordinasikan Sub Bagian Pekerjaan Umum,
Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Lingkungan Hidup;

8) penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Lingkungan Hidup dan lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan;

9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup; _

11) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan
Hidup penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja
Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

12) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Pekerjman Umum, Tata Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;dan

13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf ...
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Paragraf2
Fungsi
Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58, Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya,

c. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

d. penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

f. penyiapari pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas danjfatau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58, Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umumn, Tata Ruang,

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup,

memiliki tugas:

a. penyijapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijpkan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mehgkoordinasika_n. konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3} memberikan fasﬂltas.l dan venﬁka31 penyusunan laporan

T 3. 1 W o~
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4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sckretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesliai dengan tugas dan tanggungijawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-Masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana Kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2} membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan,dan

4} menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yaﬁg

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapat:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil Kerja yang dilakukan bawahan;

2) meénentukan standar kualitas/kuantitas hasil ker ja;

3) mengidentifikasi Kesalahan hasil Kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukanidan
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f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1} memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan
tahapan:

1} mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan Kkegiatan
dengan program Kerja;

3] menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

1. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi nenviienman
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mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan
memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)
2
3)

4

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai denhgan tugas dan fungsidan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dehgan tugas dan fungsi.

Baian Keenam

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Paragraf 1
Tugas
Pasal 61

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Sekda II, mempunyai tugas:

a. memfiasilitasi:

1)

2)

3)

4)

penyusunan bahan kebijakan lingkup pembinaan,
pengembangan pengadaaan, pelaksahaan pengadaaan,
Layanan Pengadaan Secara elektronik, dan
pengembangan Sistem informasi pengadaan;
fasilitasi, koordinasi, kolaborasi, sinergitas dan
sinkronisasi kebijjakan pembinaan dan pengembangan
pengadaan, pelaksanaan pengadaaan Layanan
Pengadaan secara elektronik, dan pehgembangan sistem
informasi pengadaan;
penyusunan program Kegiatan lingkup pembinaan,
pengembangan penhgadaan, pelaksanaan pengadaan,
Layanan Pengadaan Secara elektronik, dan
pengembangan sistem informasi pengadaan;
pelaksanaan konhsultasi, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas lingkup pembinaan, pengembangan
pengadaan, pelaksanaan pengadaan, Layanan Pengadaan
secara elektronik, dan pengembangan sistem informasi
pengadaan;

5) pembinaan ...
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pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan lingkup pembinaan, pengembangan
pengadaan, pelaksanaan pengadaan, Layanan Pengadaan
secara elektronik, dan pengembangan sistem informasi
pengadaan;

pengawasan dan pengendalian lingkup pengadaan
barang/jasa pemerintah kota Cilegon;

pelaporan Kegiatan pengadaan barang/jasa kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah; _
penetapan kelompok kerja layanan pengadaan untuk
kegiatan pemilihan pengadaan barang.jasa;

pengusulan tenaga ahli layanan pengadaan; dan

10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. melayani urusan:

1

2)

4)

8)

pembinaan aparatur lingkup Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa dan administratif pemerintah daerah;
penganalisis  alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan pen/yelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan lingkup
Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

pemberian  rekomendasi/pertimbangan  pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa dan lingkup Perangkat Daerah Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa kepada Asisten Sekda II;
memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kewenhangan
dan ketentuan yang berlaku;

penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan lingkup
Perangkat Daerak Bagian Pengadsan Barang dan
Jasasecara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas
lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada
Asisten Sekda II;

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagian sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj Bagian sebagai bagian dari Laporan
Kinerja instansi pemerintah (LAKIP} Sekretariat Daerah;
pengumpulan  dan penyusunan bahan laporan

ey
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9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan wewenang
bidang tugasnya.

10) mengoordinasikan:

a. pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa , dan lingkup
Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa;

b. pembjnaan kegiatan lingkup Bagian Pemerintahan,
dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa :dan

c. program dan pelayanan Perangkat Daerah pada
lingkup Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang
dan Jasadalam upaya peningkatan kinerja aparatur
daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah;

b. penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya; :

c. penyjapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya; ,

d. penylapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/ataun Badan sesuai
bidang tugasnya;

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

f. penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf
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Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas .
Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki

rincian tugas:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup
Asisten Sekda II dan membagi tugas pengumpulan
bahan lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

2) mengoordinasikan  konsep rencana  penyusUnan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Asisten
Sekda I;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada pejabat terkait lingkup
Asisten Sekda II; _

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup
Bagian Pengadaan Barang dan Jasadengan menjabarkan
rencana Operasional Bagian Pengadaan Barang dan
Jasaberdasarkan SOP dan Renstra Setda sebagai pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menelaah program kerja;

2) merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3} merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program kerja;

4) merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

5) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas pokok dan tanggungjawab. .

c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bagian

Pengadaan Barang dan Jasasesuai dengan tugas, fungsi,

dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan

tahapan:

1) menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-
kegiatan yang harus dilaksanakan;

2) mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan
kewenangan bawahan;

3] membagi tugas kepada pejabat terkait;dan
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d. pelaksanaan tugas lingkup Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional
lingkup Setda, dengan tahapan:

1) merumuskan prosedur kegitan tugas lingkup Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa;

2) pelaksanaan kegiatan tugas lingkup Baglan Pengadaan
Barang dan Jasa dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas lingkup
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. :

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan | lingkup Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan, dengan tahapan:
1) menentukanjadwal penyeliaan tugas bawahan;
2) menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil
kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

f menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang
berhubungan dengan urusan Kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka _

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara membandingkan
rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan
datang, dengan tahapan:

1} mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja; ‘

3} menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesUai hasil evaluasi kegiatan.
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h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Bagian

Pengadaan Barang dan Jasasesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan .
akuntabilitas kinerja Sekretariat, dengan tahapan; °

1) menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2) mereview konsep laporan;

3} mengkonsultasikan konsep laporan kepada
pimpinan;dan

4) memfinalisasi laporan.

pernyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan - yang  berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bagian
Pengadaan Barang dan Jasadan membagi tugas
pengumpulan bahan;

2) mengoordinasikan  konsep relicana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada pejabat terkait lingkup Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa ;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk penhcapaian

tUjuan organisasi, defigan tahapan:

1) mempelajari tugas lain-yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tUgas lain; _

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa , membawahi:

a.

b.

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;dan

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa;
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Bagian Ketujuh

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1
Tugas
Pasal 64

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan
bertangggung jawab Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)

2

3)
4)
9)
6)

8)

9)

penyusinan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa dan lingkup Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan;

penyusunan program dan bahan kebijakan teknis
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa;

inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung Ilainnya dan informasi® yang
dibutuhkan;

pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik
lokal/ sektoral;

membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak
pengadaang barang/jasa pemerintah;

10) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaaan

barang/jasa pemerintah

11) penyusunan bahan dan pengoordinasian data dan

12)

informasi yang mencakup RPJMD, RKPD, Renstra dan
Renja;

penyiapan bahan pengoordinasian data dan informasi
yang mencakup LKPJ, LPPD, dan laporan-laporan lain
sesuai perundang-undangan;

13) pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM

pengadaan barang/jasa (personel layanan pengadaan,
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14) pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan
perundang-undangan lingkuﬁ layanan pengadaaan
barang/jasa;

15) pembinaan dan pengembangan pengadaan mencakup
perumusan, penyusunan kebijakan pembinaan dan
pengendalian pengembangan pengadaan;

16) pengumpulan, pengolahan, penyiapan data Sub Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

17) pengawasan dan pengendalian lingkup Sub Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

18) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

19} pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

20) pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Pengelolaan = Pengadaan
Barang/Jasa penyusunan laporan akuntabilitas dan
kinerja ~ Sub  Bagian  Pengelolaan  Pengadaan
Barang/Jasa;

21) penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;dan

22) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya. |

melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama deng'én
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf2
Fungsi

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

2) Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas danjatau Badan sesuai bidang
tugasnya;



- 110-

3) penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

4) penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya; |

5} penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

6) penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnyajdan

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

' Pasal 66

Untuk melagksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan

Barang/Jasa, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan Kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan tekmis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana  penyusuhan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penylUsUnan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyuSUnan pelaporan kepada
atasan langsung,dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. mengendalikan  pelaksanaan  penyUsunan  rencana
operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;
2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyuslUn detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
alean Ailalnlean:
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4} menetapkan rencana kegiatan setelah ~mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanasn tugas,

dengan tahapan:

1} menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yvang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahamn;dan '

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan; _

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4} membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dekumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dckumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2} mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau m'enandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
g. mengevaluasi ...
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g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan
tahapan:

1} mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinetja
Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasanydan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i, menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2} mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi ' dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

11 memnelaiari tueas lain vang diberikan oleh pimpinan
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meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi}dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Paragraf 1
Tugas
Pasal 67

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di
bawah dan bertangggung jawab Kepala Bagian, yang
mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

1)

2

3)
4)

S)
6)

8)
9)

10)

11

129)

penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;

pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa ( termasuk akun pengguna
sistem pengadaan secara elektronik) dan
infrastrukturnya,;

pelaksanaan  pelayanan  pengadaan  barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh
UKPBJ;

pelayanan informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah kepada masyarakat luas;

pengelolaan informasi kontrak; dan

mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil
pengadaaan.

penyusullan program dan Renja Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
perumusan kebijakan pelaksanaan tugas, dan
kebijakan teknis Sub Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;

pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, verifikasi,
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14)

15)
16)

17)

18)

19)

14)

15)

16)

20)
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pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan
pengendalian program, kegiatan dan pekerjaan lingkup
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
melaksanakan hubungan Kkerja pelaksanaan tugas
dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat sesuai dengan bidang tugas;
pengoordinasian  dokumen pendukung kegiataan
pengadaaan barang/jasa;

administrasi penugasan Pokja layanan pengadaaan
pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
penyelenggaraan fasilitasi dan dukunigan pelaksanaan
pemilihan penyedia barang/jasa;

pengumpulan, pengélahan, penyiapan data Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pengendalian  lingkup  Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan Sub Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengawasan, dan
pengendalian Sub Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;

pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan penyusunan
laporan akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi:
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Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya;

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya; ‘

penylapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

penylapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan ‘
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik, memiliki tugas:

a

penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub

Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

seébagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasiiitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:
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2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5] membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

-masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan reéncana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan,

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Kkepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagiandan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifi kasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukanjdan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis. ‘

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdanat kesalahan untuk diverbaiki:dan
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3) membubuhkan paraf dan/atau  menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbailki.

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan
tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian, .

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4} menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan,

. melaporkan pelaksanaan kinerja Urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan.

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data bahan penyustnan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana péenyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian,

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung,dan

5 memfi nalisasi dokumen pelaporan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
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mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
pelaksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1
Tugas
Pasal 70

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di
bawah dan bertangggung jawab Kepala DBagian, vyang
" mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

a.
b,

penyustun program kerja dan juklak Sub Bagian;
penyusunan norma, standar, prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

penyusunan bahan kebijakan teknis operasional
lingkup Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa;

pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dan Personel UKPBJ;

- pengelolaan  manajemen pengetahuan pengadaan

barang/jasa;

pembinaan hubungan dengan para pemangku
kepentingan;

pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan
UKPBJ;

pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;

pengelolaan personil UKPBJ;

pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;

fasilitasi implementasi standarisasi layanan péngadaan
seécara €elektronik;

pengelolaan dan pengukuran kinerja peéngadaan
barang/jasa pemerintah;
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m. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
proses pengadaan  harang/jasa pemerintah  di
lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan
desa;

n. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi

penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan

barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-

katalog, e-monev, SIKaP;

layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;

p. memfasilitasi PA/KPA dalam mengumumkan rencana
umum pengadaan,

o

q. pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi. dan
pelaporan lingkup Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa;

r. memfasilitasi pokja layanan pengadaan dalam
menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;

s. memfasilitasi panitia/pejahat pengadaan dan/atau
pokja layanan pengadaan serta instansi lain dalam
melaksanakan pemilihan penyedia harang/jasa secara
elek tronik;

t. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak
yang berkepentingan menjadi pengguna Sistem
informasi pengadaan,; |

u. mengelola, memelihara dan mengembangkan sistem
informasi pengadaan;

v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sub
Bagian Pembinaan dan  Advokasi  Pengadaan
Barang/Jasa;

w. pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pelaporan Sub
Bagian Pembinaan dan  Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa;

x. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil
kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa penyusunan laporan
akuntabilitas dan kinerja Sub Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; )

y. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian Pembinaan dan  Advokasi  Pengadaan
Barang/Jasa;dan

z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan hidang tugasnya.

b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
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Paragraf2
Fungsi
Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
Penyigpan pelaksanaan program Lkebijakan Pemerintah
Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang
tugasnya,

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya; ,

penyiapan  evaluasi pelaksanaan program  kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai
bidang tugasnya;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf3

Rincian Tuges dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa, memiliki tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub

Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft pentyusunan pelaporan kepada
atasan langsung:dan
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. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahaparm:

1} menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana oOperasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjulk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target wakiu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

f. menganalisis ...
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menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahapan:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan. dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau = menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisl pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4} menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan,dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep lapOran hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan koOnsep Tencana penyusunarn
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
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mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

memfinalisasi dokUmen pelaporan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 'pimpinén
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)
2)

3)

mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap
peleksanaan tugas lain;

menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesepuluh

Bagian Program dan Keuangan Setda

Paragraf 1
Tugas
Pasal 73

Bagian Program dan Keuangan Setda dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Asisten Sekda II, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi:

1}

2)

3)

perumusan kebijakan lingkup Bagian Program dan
Keuangan Setda, dan lingkup Setda; A
perumusan program kegiatan lingkup Bagian Program
dan Keuangan Setda dalam rangka pembinaan
pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup Setda;dan
perumusan Renja Bagian Program dan Keuangan Setda
dan penyiapan bahan Renstra Setda sesuai RPJM
Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup
Setda.

b. melayani urusan:

1

2)

3

pembinaan aparatur lingkup Bagian Program dan
Keuangan Setda dan administratif pemerintah daerah;
penganalisis alternatif pemecahan masalah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum,
pembinaan dan pengembangan organisasi dan
ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah
lingkup Bagian Program dan Keuangan Setda dan
lingkup Setda,

penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai
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penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagian sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj Bagian sebagai bagian dari Laporan
Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah; -
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah -(LKj)
Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj) Kota Cilegon;
penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
pemberian  rekomendasi/pertimbangan pemecahan
masalah yang dihadapi lingkup Bagian Program dan
Keuangan Setda dan lingkup Setda kepada Asisten
Sekda II;
memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup Bagian
Program dan Keuangan Setda sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup
Bagian Program dan Keuangan Setda dan lingkup Setda
secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
pempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas
lingkup Bagian Program dan Keuangan Setda kepada
Asisten Sekda II;

11) pengumpulan dan  penyusunan bahan laporan

pertanggungjawaban Walikota atas penyelénggaraan
pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya dan pedoman
yang berlaku,dan

12) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan wewenang
bidang tugasnya.

c. mengoordinasikan:

)
2)

3)

pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat lingkup
Bagian Program dan Keuangan Setda, dan lingkup Setda,;
pembinaan kegiatan lingkup Bagian Program dan
Keuangan Setda, dan lingkup Setda;dan

program dan kegiatan pada DBagian Program dan
Keuangan Setda dalam upaya peningkatan kinerja
sekretariat daerah.

Paragraf 2
Fungsi
Pagal 74

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73, Kepala Bagian Program dan Keuangan Setda
menvelenggarakan fungsi:
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b. pongordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup
Bagian Program dan Keuangan Setda;

c. pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup
Bagian Program dan Keuangan Setda;

d. pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah lingkup Bagian Program dan Keuangan Setda;

e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian
Program dan Keuangan Setda;

f pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Bag1an
Program dan Keuangan Setdajdan

g, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda II
sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 75

Untuk melaksanakan tugé.s sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73, Kepala Bagian Program dan Keuangan Setda memiliki

rincian tugas:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup
Asisten Sekda 1I dan membagi tugas pengumpulan
bahan lingkup Bagian Program dan Keuangan Setda;

2) mengoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup lingkup Asisten
Sekda II;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada pejabat terkait lingkup
lingkup Asisten Sekda II;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
pimpinan;dan

5} memfinalisasi dokumen pelaporan.

b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup
Bagian Progralﬁ dan Keuangan Setda dengan menjabarkan
rencana operasional Bagian Program dan Keuangan Setda
berdasarkan SOP dan Renstra Setda sebagai pedoman

pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1) menelaah program kerja;
2) merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

~ 1. - 1Tt e Las dnren wvmmaee Al 1.-.1-.-.“
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4) merumuskan Kkerangka acuan kerja sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerja;,dan

5 mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas pokok dan tanggung jawab.

. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bagian

Program dan Keuangan Setda sSesuai dengan tugas, fungsi,

dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-
kegiatan yang harus dilaksanakan;

2) mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan
kewenangan bawahan,

3) membagi tugas kepada pejabat terkaitdan

4) menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan
tugas.

. pelaksanaan tugas lingkup Bagian Program dan Keuangan

Setda, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam

rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup

Asda,dengantahapan:

1) merumuskan prosedur kegiatan tugas lingkup Bagian
Program dan Keuangan Setda;

2) pelaksanaan kegiatan tugas lingkup Bagian Program dan
Keuangan Setda;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas lingkup
Bagian Program dan Keuangah Setda.

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup  Bagian

Program dan Keuangan Setda SeSuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan, dengan tahapan:

1) menentukanjadwal penyeliaan tugas bawahan;

2) menentukan Standar kualitas dan kuantitas hasil ketja;

3) mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil
kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang
berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka
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1) memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait:

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.

- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian

Program dan Keuangan Setda dengan cara membandingkan

rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanalkan

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan
datang, dengan tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup
Bagian Program dan Keuangan Setda;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi Kegiatan.

. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Bagian

Program dan Keuangan Setda sesuai dehgan tugas yang

telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud

pelaksanaan akuntabilitas kinorjo Sekyetaride, delgad
tahapan; '

1) menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2) mereview konsep lapoTan,

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada
pimpinan;dan

4) memfinalisasi laporan.

penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan

pertanggungjiawaban, dengan tahapan:

1) mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup
Bagian Program dan Keuangan Setda dan membagi tugas
pengumpulan bahan;

2) mengoordinasikan konsep = rencana  penyusunarl
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup — Bagian
Program dan Keuangan Setda;

3) memberikan fasilitasi dan Verifikasi penyusunan laporan
kepada pejabat terkait lingkup Bagian Program dan
Keuangan Setda;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
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j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap

pelaksanaan tugas lain;

3) menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan

petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan

tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Bagian Program dan Keuangan Setda, membawahi:
a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasidan
c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan

Bagian Kesebelas

Sub Bagian Program dan Evaluasi

Paragraf 1
Tugas
Pasal 76

Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung
jawab Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:

a. menyiapkan:

¥
2)

3)
4
5)
6)
7)
8)

m

menyusull program kerja dan juklak Sub Bagian;
penyusunan peéréncanaan Sub Bagian Program dan
Evaluasi, dan lingkup Setda;

penyusun Tencana operasionalisasi kegiatan Kerja Sub
Bagian Prograrn dan Evaluasi, dan lingkup Setda,;
penyusunan rencana perjalanan dinas;

penyusunan bahan Dokumen Perencanaan Setda;
penyampaian naskah dinas rencana pembangunan
berkaitan dengan setiap tugas dan fungsi Setda ke
BAPPEDA;

pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada
bawahan; .
penyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan
tahunan;

smalalramennnm nanrirmranan harlraa  lreria Aata dan
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10) pengumpulan dan mengolah data laporan hasil kegiatan
Setda;

11) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan
dan pehyajian data dan informasi lingkup Setda;

12) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup
Setda;

13) pelaksanaan penyusunan laporan-laporan terkait
urusan  Pemerintahan  Daerah, kinerja  Setda,
Pertanggungiawaban Walikota, dan penyampaian ke
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Bagian
Pemerintahan, Inspcktorat, BAPPEDA, dan Imstesisi
terkait;

14) pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan
menandatangani Surat (naskah dinas); '

15) pelaksanaan inventarisasi permasaiahan
penyelenggaraan program dan kegiatan;

16) pengevaluasian hasil program kerja;

17) pembuatan laporan hasil kegiatan;

18) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Baglan
Program, dan Evaluasi;

19) pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal
dan eksternal;dan

20) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

melakukan koordinasi, konsuitasi, dan kerjasama dengan

instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76, Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

menyelenggarakan fungsi:

1)
2)

3)
4)

5)

Penyiapan perurnusan kebijakan Pemerintah Daeraby
Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah sesuai bidang tugasnya;

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnys;

penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesual bidang tugasnya;
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) penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;dan

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 78

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76, Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi, memiliki

tugas:

k. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesual dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagal bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian; -

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5) memfinalisasi dokumen pelaporan.

l. mengendalikan  pelaksanaan = penyusunan  rehcana
operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional
sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan; .

4) menetapkan rencana kegjatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan;dan .

5) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungijawab

m. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub
Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
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1) menjabarkan rencana kegiatan men jadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan keglatan urusan tugas Sub
Bagiamn,

. mengawasi pelaksanaan tugas baWahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2} menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tahaparn:

1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau  menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4] menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam

I I

U, DU e
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r. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

s. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan  ketentuan
dan  peraturan yang  berlaku  sebagai  bahan
pertanggungjawaban, déngan tahaparn:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian; ‘

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi pényusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian,

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung;dan

5 memfinalisasi dokumen pelaporan.

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:

1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan térhadap
pelaksanaan tugas lain;

3} menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Belas
Sub Baglan Anggaran dan Verifikasi
Paragraf 1
Tugas
Pasal 79
Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi dipimpin oleh seorang
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a. menyiapkan:
1) pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian
Anggaran dan Verifi kasi,
i) penyusun rencana ‘operasionalisasi kegiatan kerja Sub

Bagian Anggaran dan Verifikasi;

2) pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada
bawahan;

3) pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada
bawahan;

4) penyiapkan bahan laporan dan tata kelola keuangan
bulanan, triwulan dan tahunan ;

5 pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan
menurut ketentuan yang berlaku;

6) pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA
dan DPA;

7} pembuatan daftar gaj dan melaksanakan pengga jian;

8) pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang
mutasi;

9} pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

10) penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada
buku kas umum dan buku kas pembantu;

11) pelaksanakan  pengendalian  pelaksanaan  tugas
bendahara pengeluaran;

12) pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP gaji, GU dan
LS atas persetujuan Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran kepada Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah;

13) pengawasan pendistribusian uang kerja kegiatan kepada
penerima yang sah oleh bendahara pengeluaran sesuai
dengan jadwal Lkeglatan atas persetujuan pengguna

anggaran;
14) pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan
menandatangani naskah dinas/surat

pertanggungjawaban (SPJ);

15) pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan
pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan
bulanan;

16) pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan

ekatarnalidan
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b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 -
Fungsi
Pasal 80
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, Kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi
menyelenggarakan fungsi:
1} Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
2} Penyiapan pelaksanaan program Kkebijakan Pemerintah
Daerah sesuai bidang tugasnya;
3) penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
4) penyiapan pemantauan pelaksanaan program Kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;
5) penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada sesuai bidang tugasnyadan
6) penyiapan pelaporan Izl'aelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah kepada sesuai bidang tugasnya;dan
7) pelaksanaan filungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas
Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi, memiliki

tugas:

a. penyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan ketentuan dan peraturan -yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:

1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan  konsep rencana  penyusunan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
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. mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menelaah réncana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan;

4) menetapkan rencana Kegiatan setelah mendapat
persetujuan dari atasan,dan

5 membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan - tugas,

dengan tahapan:

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan

4) menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagianidan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. Mmengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

Mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1) menelaah hasil kerjayang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskeh dinasyang

berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan
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1) memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait; -

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau  menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/ diperbaiki

g mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub
Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan
tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksahaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian
secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai wujud pelal{sanaan akuntabilitas kinerja
Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasanydan
4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i, menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan
lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan: :
1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2) mengkoordinasikan - konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat: Lingkup Bagian; _

3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan lanesung:dan
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J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
' berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian
tujuan organisasi, dengan tahapan:
1) mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
" berdasarkan referensi dan regulasi teTkait;
2) meminta arahan dan petunjuk pimpinan terthadap
pelaksanaan tugas lain;
3} menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan
petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
4) memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan
tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi

Bagian Ketiga Belas
Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 82

Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggung
jawab Kepala Bagian, yang mempunyai tugas:
a. menyiapkan:

1) penyusun program Kkerja Sub Bagian Pembukuan dan
Pelaporan;

2) penyusunan kebijakan Sub Bagian Pembukuan dan
Pelaporan;

3) menyusun Standar Operasional Prosedur Sub Bagian
Pembukuan dan Pelaporan;

4) menyelenggarakan sinkronisasi, harmonisasi,
Pembulkuan dan Pelaporan Keuangan Setda,

5} koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur Bagian dalam Pembukuan dan Pelaporan;

6) mengumpulkan, mengolah, menyiapkan data laporan
Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;

7) melaksanakan monitoring, pada Bagian lingkup Setda
dalam penyusunan pembukuan dan pelaporan;

8 penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sub
Bagian;

9) pelaksanan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian;

10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

, b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan

- ————— Amie londmandasmen
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Paragraf 2

Fungsi
Pasal 83

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82, Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi:

a
b.

Penyjapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

Penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah
Daerah sesuai bidang tugasnya;

penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi
unsur perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;

penyjapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnyajdan

penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya.

Paragraf3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82, Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan,
memiliki tugas:

a.

peflyiapan data penyusunan kebijakan teknis lingkup Sub
Bagian dan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian
sesuai dengan Lketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan
tahapan:
1) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;
2) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunhan
pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Bagian;
3) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan
kepada bawahan di Sub Bagian;
4) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada
atasan langsung,dan '
5) memfinalisasi dokumen pelaporan.
b. mengendalikan ...
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b. mengendalikan - pelaksanaan penyusunan rencana

operasional Sub Bagian berdasarkan rencana operasional

sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan

tahapan:

1) menelaah rencana operasional sekretariat;

2) mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap
kegiatan dalam rencana operasional;

3) menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang
akan dilakukan; .

4) menetapkan Tencana Kkegiatan setelah mendapat
persetUjuan dari atasan;dan

S) membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Sub

Bagian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

dengan tahapan: :

1) menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas
yang harus dilaksanakan;

2) membagi tugas kepada bawahan;

3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;dan .

4} menentukan target waktu penyelesaian.

. mengelola urusan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian, dengan tahapan:

1) menyusun prosedur kegiatan urusan tugas Sub Bagian;

2) mengelola pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian;dan

3) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub
Bagian.

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapam:

1} menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;

2) menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;

3) mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan
standar yang telah ditentukan;dan

4) membuat koreksi pada hasil kerja berupa -catatan
tertulis.

menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinasyang

berhubungan dengan urusan Kedinasan sesuai dengan
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1} memeriksa dokumen/naskah dinasdari Pejabat terkait;

2) mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih
terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3) membubuhkan paraf dan/atau menandatangani
dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub

Bagian dengan cara membandingkan rencana kegiatan

dengan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan, dan réncana yang akan datang, dengan

tahapan:

1) mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub
Bagian;

2) mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
dengan program kerja;

3) menjelaskan. perbandingan antara kondisi pelaksanaan
kegiatan dengan program yang diharapkan;

4) menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam
pelaksanaan kegiatan;dan

5) memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

. melaporkan pelaksanaan kinerja urusan tugas Sub Bagian

secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Sub Bagian, dengan tahapan:

1) menganalisis capaian kinerja bawahan;

2) membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;

3) mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan

4) memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian dan penyusunan laporan tahunan

lingkup Sub Bagian sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban, dengan tahapan:

6) menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup
Sub Bagian dan membagi tugas pengumpulan bahan;

7) mengkoordinasikan konsep rencana penyusunan
pelaporan dengan Pejabat Lingkup Bagian;

8) memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan
perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub
Bagian;

9) mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada



